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WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAY A

NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG

PENUGASAN QURU SEBAGAI KEPALA SEKQLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa guru dapat diberl tugas tambahan sebagai Kepala

Belolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di
sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan ;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Kepiftusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162452003 tentang
Psdoman Penugasan Guru sebagal Kepala Sekolah, guru
dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala sokolah apabila
memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurf a dan hund b, periu menetapkan Peraturan
Wallkota tentang Penugasan Guru sebagal Kepala Sakolah di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

. Undang-Undang Momor 1€ Tahun 1850 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan PFropinsi Jaws
Timurfjawa Tengah/Jawa Barat dan Deerah [Stimews
Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negana Tahun 1965
Nomor 18, Tambahan Lembarah Negara Nomor 2730} ;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nesional (Lombaran Negara Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan |_.embaran NeQgara Momor 4301) ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemarintahan

Deerah (Lembaren Negare Tehun 2004 MNomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548) .

. Keputusan Menteri Pendidikcan MNasional Nomor 1821/2003

fortang Pedoman Penugasen Gury sebagei epala Sekolah.



Menetapkan

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005
tentang Organisasi Dinas Kote Surabaya (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2005 Nomaor 3/D).

7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2005 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinss Pendidikan  Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor
13/D).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN GURU

SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;

2. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawalan Kota
Surabaya ;

3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya :

4 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota
Surabaya ;

5. Guru adaiah Guru yang berkedudukan sebagal Pegawai
Negeri Sipil ;

6. Mutasi adalah Pemindahan pefawai dari satu jabatan ke
jabatan lain ;

7. Promosi adalah Kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan.

BAE Il
DASAR

Pasal 2

Guru yang memenubi persyaratan tertentu dapat diberi tugas
inmbashan sebagei Kepaia Sekolah.



Pasal 3

(1) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 depat dilakukan sepanjang ada lowongan Kepala
sekolah yang disababkan :

a. adanhya mutas| Kepata Sekolah ;
b. adanya penambahan sekolah baru.

(2} Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf & disebabkan :

a. berhenti atas permohonan sendiri ;

b. telah mencapai batas usia pensiun sebagal guru ;
C. Mmasa penugasan berakhir ;

d. dlangkat pada jabatan Jain ;

¢. diberhentikan ssbelum masa twgas berakhir karena
herbagai asbab ;

f. meninggal dunia.

BAB I}
SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

(1) Guru yang diberikan tugas tambahan sebagal Kepala Sekolah
herus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menterl Pendidikan
MNasional Nomor 162102003 tentang Pedoman Pehugasan
Guru sebagal Kepaia Sekolah.

(2) Calon Kepata Sekolah SD/SMP/SMA/SMK diutamakan bagi
mereka yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggria
dan/atau bahasa asing lalnnya.

(3) Calon Kepala Sekolah harus lutus seleksi administrasi, tes
tertulis dan paparan mekalah



BAB Vv
MASA TUGAS

Pasal b

(1) Masa tugas Kepala Sekolah diberikan selama 4 {empat) tahun
dan dapat diperpanjang atau diangkat kembali untuk 1 (satu)
kal masa tugas sehingga menjadi 8 (delapan) tahun.

(2) Perpanjangan dan pengangkatan sebapaimana dimaksud
pada ayat {1} dapat dilakuken kembali untuk 1 (satu) kali
masa tugas apabila :

a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1
(sahu) kali masa tugas ; atau

b. memiliki prestasi yang istimewa dengan tanpa tenggang
wektu dan ditugaskan di sekolah lain.

(3) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan fatau tidak
iagi diberikan fuges sebagai Kepela Sekolah, tetap
melaksanakan tugas sebagal guru sesual dengan jenjang
jabatannya atau dapat dipromosikan menjadi pengawas
sekoiah,

BAB V
PENETAPAN PENGANGKATAN DAN PENUGASAN GURU
SEBAGA! KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

(1) Dalam rangka menjamin objektivitas pengangkatan Kepala
Sekolah dapat dibentuk Tim Perimbangan Pengangkatan
Kepala Sakolah ;

(2) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah terdiri dari
unsur Komite Sekolah, unsur Badan Kepegawaien, pengawas
sekolah dan Kepala Dinas ;

(3) Tim Perimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan
oleh Kepala Daerah,

Pasal 7

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah
adalah ssbagai barikut ;

a. Pengawas Sekolah bersama-sama Komits Sekolah setelah
memperoleh rekomendasl dari Kepale Sekolah setempat
mengusuikan calon Kapala Sekolah yang memenuhi
parsyaratan kepada Kepala Dinas ;



b. Kepala Dinas melakukan seleksi calon Kepala Sekolah ;

c. berdasarkan hasil seleks! Kepala Dinas mengusulkan calon-

calon yang memeonuhi persyaratan dan kompetensi kepada
Tim Parimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dengan
tembusan kepada Kepala Daerah ;

d. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah selanjutnya
mengedakan perternuan uniuk memberikan penilaian dan
perimbangan terhadap calon-calon yang diusulkan olah
Kepala Dinas ;

e. Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah
mangusulkan kepada Kepala Daerah selaku pejabat yang

berwenang menatapkan pengangkatan Kepala Sekolah
melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ,

f. Kepala Daerah menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala
Sekolah berdasarkan perimbangan Badan Pertimbangen

Jahatan dan Kepangkatan.
BAE V1
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
Pasal 8

{1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dikakukan secara berkala
cieh Pengawas ;

{2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi
aspek yang berdasarken ftugas dan tanggungjewmb Kepals
Sakolah sebagai
a. Pemimpin ;

b. Manager .
¢c. Pendidik ;
d. Administrator ;

Wirausahawan ;

f. Pencipta iklim kerja :

®

g. Penyelia.
Pasal 9

(1) Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah diserahkan ke Dinas
Pendidikan selanjuinya digunakan sebagai sarsna pembinaan
dan memberikan rekomendasi dalam menetapkan mulasi,
promoti, perpanjangan massa tugas atau pemberhentian tugas
tambahan sebagal Kepeta Sekolah ;



(2) Hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimalksud
pada ayat (1} dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Kualifikast A (sangat balk), nilai 86-100 dengan
reakomendasi -

- promosi pengawas, jahatan lain :

- perpanjangan masa tugas periode kedua ke tipe sekolah
yang labib tinggi ;
- perpanjangan masa tugas perode keliga tanpa tenggang

wakiu 4 {ahun dengen persetujuan Kepala Dinas
Pendidikan.

b. Kualifikasi B (baik}, nilai 71-85 dengan rekomendas;
- perpanjangan masa tugas periode kedua ;

- mutasi ke aekolah lain yang lebih tinggi atau bpe yang
SAMA.

c. Kualifikasi C (cukup). nilai 56-70 dengan rekomendasi

- perpaniangan masa tugas periode kedua dan mutasl ke
sekolah tips di bawahnya.

d. Kualifikasi D (kurang), nilal kurang dard 55 dengan
rekemendasi :

- kembali melaksanakan tugas sebagai guru dan
dibebaslkan dari tuges tambahan oebagal Kepale
Sekolah,

BAB VI
PEMBERHENTIAN MASA TUGAS GURU
SEBAGA! KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

(1) Pemberhentian Kepala Sekolah dilakukan oleh Kepala
Daerah ;

{2) Pembeathentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)} dapat dissbabkan karena :

a. parmohonan sendiri ;
b. masa penugasan barakhir ;
c. dinilal tidak berhasi dalam malaksanakan tugas ;



d. telah mencapai batas usia penaiun jabatan fungsional
guru ;

o. diangkat pada jabatan lain ;
f. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat ;
g. dibarhentikan darl jabatan gutu ;
h. meninpgal dunia.
BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota inl,
dilaksanakan dengen berpedoman pada Keputusan Menteri
Pendidikan Naslonal Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman
Panugasan Guru sebagai Kapala Sakalah.
Pasal 12
Peraturan Walikota inl mulai bariaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengstahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Welikota inl dengan pensmpeatennys
dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan dl Surabaya
pada tanggal 28 Februarl 2007
WALIKOTA SURABAYA,
ftd
BAMBANG DWI HARTONO
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Februari 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURARAYA,
d
SUKAMTO HAD)

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 18
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